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LEGISLASI

Waktu Makin Terbatas, Revisi UU Pemilu Kian Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
dan DPR didesak agar segera
memulal pembahasan revisi
[ndang-Undang Nomor 7 Ta-
hun 2007 tentang Pemilihan
Umum. Selain untuk menin-
daklanjutl sejumlah putusan
Mahkamsh Konsitusi- lerkait
pemilu, revisi UL Pemili juga
perlu segera dibahas karena ki-
an terbatasnya waktu menje-
lang tahapan Pemilu 2029,

Koordinator Jaringan Pendi-
dikan Pemilih untuk Rakyat
(J'PR) Rendy N5 Umboh
mengingatkan, masa jahatan
angeota  Komisi  Pemilihan
Umum dan Badan Dengawas
Pemilu (Rawasl) periode saat
ini akan berakhir pada Aprl
2027, Dengan demikian, proses
pembentukan panitia - seleksi
penyelenggira permilu mesli di-
mulai sekitar Agustus 2026,

"Dengan begitu, revisi UU
Pemilu sudah harus ada sebe-
lum tahapan it hergalan," ka-
tanya, Kamis (13/11/2025), di
Jukarta,

Sejumlah putusan - Mahka-
mah Konstitusi MK} terkait uj
materi UL Pemilu mesti ditin-

taklanjuti dengan revisi un- lemen sebesar 4 persen suarg usulkan adanya penurunan am-

dang-ndang,  Putusan ity
antara kun, lerkall kelentuan
amhang hatas parlemen yang
diputuskan MK pada 29 Feb-
ruari 2024, ketentuan ambng
hatas pencalonan presider vang
tiputuskan MK pada 2 Januari
2025, serta ketentuan pemisah-
an pemilu nasiongl dan lokal
yang diputuskan MK pada 19
Mei 2025,

JPPR meminly pemerintah
dan DPR, khususnya Komisi |1
alau Badun Legishasi (Baleg),
seder melakukan pembahasan
agar proses revisi UL Pemily
biss rampung lepal waklu
Pembahasan revisi UL Femilu
perfu dimulai sejak saat ini agar
upat diselesaikan pada perte-
ngahan 2026,

Terkail revisi UL Pemilu, JP-
PR mengusulkan sejumlah hal,
seperti membuat ambang batas
perlemen (parliamentery thres-
hold) ditetapkan nol persen
atan dinaikkam menjadi 5-7 per-
son. Usulan ini menindaklanjuli
putusan MK yang mengahulkan
sebagian permohonan Lerkail
penerapan ambang hatas par-

sl masional sehadai dasar un-
fuk  menentukan  perolehan
lursi di parlemen,

Dlalam pertimbangan MK pa-
i sicang 20 Februari 2024,
lakim Konstitusi Seldi- Isra
mengalakan, ambang bulas par-
lemen-peru segera diubah de-
ngan memperhatikan  secara
sungguh-sungguh sejumbah hal,
seperti didesain uituk diguna-
kn seeara berkelanjutan. Per-
uhahan norma ambang batas
parlemen, lermasuk  besaran
angka ata persentage ambang
hatas, juga harus diputuskan
denganlelap menjaga propor-
sionalifas sistem pemily pro-
porsional,

Menurut Rendy, penctapan
ambang batas patlemen selaly
terkail dua Kepentingan ulma,
yakni perlindungan terhadap
stara rakyat agar tak terbuang
barena tidak melewati ambang
Bittas din penyederhanaan par-
tal politkk, "Putusan MK itu
membuka kemungkinan am-
Tiang batas parlemen dinaikkan
atau diturunkan,” kalanya

Dengan demikian, i meng:

hang hatas menjadi nol persen
guna melindungi suara rakyal
agar tidak terbuang,  Pilihan
menurunkan ambang batas ke
ol juga harus dibareng dengan
mekanisme verifikast partai po-
lik ving kelal agar peserta
pemilu tetap. memilki- Tegiti-
myst dulam pemilihan
Namun, apahila tujuan per-
Ubahan fni untuk penyederha-
naan parpol, B mengusulkan
agar ambang hatas parlemen
Justru dapat dinaikkan menjadi
57 persen, Dengan menaiklan
anmbang batas, jumlah parpol
vang lolos ke parlemen ke-
mungkinan merjadi lebih s
dikit. [l initidak bertentangan
dengan dinamika politik karen:
dalam . realitasnya selama ini
hanyar ada due kelompok parpol
i parlemen, vaitu pendukung
pertierintah dan non-pendu-
kung pemerintah.
Minimalkan suara terbuang
Sementary iy, penelili Per-
kumpilan wntuk Pemil dan
Demokrasi (Perludern), Haykal

berpandangan, selama ini Je-

tentuan ambing hatas 4 persen
felah menyehabkan hilangnya
stara rakyal atau besarnya sua-
ra pemilih yang fidak terkon-
versi menjadi kursi di DPR.
i Pemilu 2024, misalnya,
sebanyak 17 juta suara rakyat
Lk terwakdli di DPR akibal um-
hang hatas 4 persen,

I mergustlkan ambang ba-
tas hagi parpol untuk masuk
patlemen diturunkan menjadi 1
persen guna meminimilkan
stiara ferbuang dam menjaga re-
presentast politik masvarakat di
parlemen, Penurunan amhang
batas parlemen ini tidak herto-
lak belakang dengan upaya pe-
merintah untuk menyederhy-
nakan sistem kepartaian,

Sebelumnya, Ketua Komisi []
[PR dari Fraksi Partai Nasdem
Rifiginizamy Karsayuda menye-
but rangkaian perumusan draf
RUU Pemilu bakal dilaksana-
kan pada 2026, Sebagad peng-
usul dalam Program Legislasi
Nastonal Prioritas, ia menekan-
kan bahwa pembahasun akan
mempertimbangkan - herbagai
mastkan vang dilerima Kornisi
I PR, (NAy
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